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ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan bentuk kejahatan baru yang
kompleks, salah satunya adalah cyber sex trafficking. Indonesia dan Filipina
merupakan dua negara di Asia Tenggara yang menjadi episentrum dari
permasalahan ini, baik sebagai negara sumber maupun lokasi eksploitasi.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kerjasama antara Indonesia
dan Filipina dalam menangani cyber sex trafficking pada periode 2018-2024 serta
dampak dari kerjasama tersebut. Fokus utama dari penelitian ini adalah
memahami bagaimana kedua negara menjalin kerjasama dalam menangani
kejahatan lintas negara yang berbasis digital ini. Penelitian ini pula menggunakan
konsep cyber sex trafficking dan kerjasama bilateral. Metode yang digunakan pada
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik
pengumpulan data yang dilakukan melalui studi literatur terhadap dokumen resmi,
jurnal akademik, laporan organisasi internasional, serta sumber-sumber kredibel
lainnya. Penelitian ini menghasilkan bahwa kerjasama kedua negara melalui
empat bentuk utama yaitu kerjasama aparat penegak hukum, pertukaran informasi
dan teknologi, perlindungan dan rehabilitas korban serta harmonsasi kebijakan
serta regulasi. Dampak dari kerjasama tersebut terlihat dalam meningkatnya
koordinasi investigasi kasus. Namun efektivitas kerjasama ini masih menghadapi
tantangan berupa keterbatasan teknologi forensic digital, perbedaan sistem hukum
dan minimnya anggaran perlindunggan korban. Kerjasama Indonesia dan Filipina
menunjukkan  kemajuan  signifikan dalam  membangun  mekanisme
penanggulangan cyber sex trafficking meski masih memerlukan penguatan
kelembagaan dan sinergi keberlanjutan di Tingkat bilateral maupun regional.

Kata Kunci: Cyber Sex Trafficking, Filipina, Indonesia, Kerjasama Bilateral.
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan globalisasi serta kemajuan teknologi komunikasi dan
informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan
manusia, termasuk dalam pola atau cara pelaku menjalankan kejahatan. Modus
operandi merujuk pada metode atau strategi yang digunakan individu maupun
kelompok untuk melancarkan suatu tindak kejahatan. Saat ini, kejahatan
tersebut tidak lagi terbatas pada wilayah satu negara saja, melainkan telah
berkembang menjadi kejahatan lintas batas yang bersifat transnasional.*

Salah satu bentuk kejahatan yang berkembang pesat seiring kemajuan
digital adalah cyber sex trafficking , yaitu bentuk perdagangan manusia yang
memanfaatkan teknologi digital untuk mengeksploitasi korban secara seksual
melalui platform daring. Media digital yang pada awalnya dirancang untuk
mempercepat komunikasi dan meningkatkan konektivitas kini justru sering
disalahgunakan sebagai sarana untuk melakukan eksploitasi secara
tersembunyi, sekaligus menjadi fasilitas bagi pelaku kejahatan untuk
menyamarkan identitas mereka.?

Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi

tidak hanya membawa dampak positif dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga

William J. Perry Center. (2024, January). Cybersex trafficking in Southeast Asia (Emerging Voices
Series, p. 4). https://wejpcenter.org/wp-content/uploads/2024/01/Cybersex-Trafficking-in-SA.pdf
2 United Nations Office on Drugs and Crime. (2021, October 14). Good use and abuse: The role of
technology in human trafficking. https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/good-use-
and-abuse.html


https://wejpcenter.org/wp-content/uploads/2024/01/Cybersex-Trafficking-in-SA.pdf
https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/good-use-and-abuse.html
https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/good-use-and-abuse.html

membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi celah digital.
Platform daring yang semula dirancang untuk mempercepat komunikasi kini
disalahgunakan sebagai sarana eksploitasi tersembunyi, bahkan menjadi
fasilitas utama dalam praktik perdagangan manusia berbasis digital dikenal
dengan istilah Cyber sex trafficking.?

Cyber sex trafficking merupakan bentuk kejahatan yang melibatkan
eksploitasi seksual dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital. Dalam
praktiknya, pelaku atau sindikat menggunakan internet untuk mengarahkan
atau bahkan memaksa korban, terutama anak-anak, agar mempertontonkan
aktivitas seksual secara daring. Modus ini memperluas jangkauan pelaku ke
berbagai wilayah tanpa batas geografis, sehingga menyulitkan aparat dalam
melakukan deteksi dan penindakan.* Ruang digital kemudian menjadi medium
utama terjadinya eksploitasi yang sulit dijangkau dan teridentifikasi oleh sistem
hukum konvensional. Kondisi ini menegaskan perlunya pendekatan lintas
negara dan pembaruan sistem hukum untuk menghadapi kompleksitas
kejahatan digital yang terus berkembang.®

Menurut laporan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
tahun 2024, praktik perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual

secara daring mengalami peningkatan signifikan di Indonesia dan Filipina

3 Permata, V.H. (2021) Online Prostitution Amidst the Rapid Technological Advances: Legal and
Social Aspects. https:///doi.org/10.15294/L SR.\VV111.49837

4 Maria Ines Cubides Covaleda, “Cybercrime and Human Trafficking: The Implications of
Technology on the Sexual Exploitation of Children,” Journal of Human Trafficking 9, no.1 (2023):
55-57, https://doi.org/10.1080/23322705.2022.20

S INTERPOL. Cybercrime: Online Child Sexual Explotation. Lyon: INTERPOL, 2022.
https://www.interpol.int/en/Crimes-against-children-sexual-explotation



Kedua negara ini berada di kawasan Asia Tenggara yang menghadapi resiko
tinggi terhadap praktik cyber sex trafficking, baik sebagai negara sumber
maupun sebagai tempat berlangsungnya eksploitasi secara daring.

Menyadari kompleksitas tersebut, Indonesia dan Filipina sejak tahun
2018 memperkuat koordinasi dalam isu perdagangan orang, termasuk
eksploitasi seksual daring. Tahun ini menjadi titik awal penting karena kedua
negara mulai mengimplementasikan ASEAN Convention Against Trafficking
in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) yang telah diratifikasi
pada 2017, sehingga menandai komitmen bersama melawan Cyber sex
trafficking .

Berdasarkan temuan dari lembaga internasional dan nasional sejak tahun
2018 hingga 2024, kasus Cyber sex trafficking menunjukkan peningkatan
signifikan terkhususnya di Filipina. Pada tahun 2018 United Nations
Children’s Fund (UNICEF) dan Departemen Kehakiman Filipina mencatat
adanya 300.000 laporan yang berasal dari luar negeri, trend ini terus meningkat
hingga mencapai lebih dari 600.000 laporan ke kantor Cyber Department of
Justice (DOJ) pada tahun 2020.® Lonjakan ini diperparah oleh pandemi
COVID-19 yang mendorong peningkatan aktivitas daring dan memperluas
praktik eksploitasi secara digital.

Sementara itu, meskipun Indonesia tidak mencatat lonjakan setajam

Filipina, laporan dari End Child Prostitution, Child Pornography and

® United nations Children’s Fund (UNICEF), Child Trafficking and Exploitation in the Philippines:
A Rapid Assement, 2018, https:www.unicef.org/Philippines/reports/child-trafficking-and-
exploitation-rapid-assessment.



Trafficking for Sexsual Purposes (ECPAT) Indonesia menunjukkan mulai
maraknya praktik prostitusi  berbasis aplikasi daring. Hal ini
mengidentifikasikan pergeseran modus ke ranah daring.” Dari data Komisi
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2021-2023 tercatat lebih dari
1.200 kasus eksploitasi seksual anak secara daring yang sebagian besar
bermula dari interaksi melalui media sosial dan aplikasi pesan instan. Platform
seperti Facebook, Instagram, Tik Tok, WhatsApp, Telegram dan MiChat
dimanfaatkan oleh pelaku karena menyediakan fitur komunikasi privat
sehingga memudahkan menjangkau calon korban untuk melakukan
pendekatan hingga eksploitasi secara daring.®

Kerjasamayang dijalin meliputi berbagai bentuk. Pada tingkat bilateral,
kedua negara melakukan pertukaran informasi, pembentukan joint task force
di perbatasan Sulawesi utara—Mindanao, serta pelatihan teknis aparat penegak
hukum dengan dukungan UNICEF dan 1JM. Pada tingkat regional, Indonesia
dan Filipina berpartisipasi aktif dalam implementasi ASEAN Plan of Action
against Trafficking in Persons 2015-2025, yang mendorong pencegahan,
perlindungan korban, dan penegakan hukum lintas negara. Sementara itu, pada
tingkat multilateral, keduanya bekerja sama dengan lembaga internasional
seperti UNODC, INTERPOL, ECPAT, dan I1JM untuk memperkuat

investigasi, berbagi data real-time, dan pendampingan korban.

7 ECPAT Indonesia, End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking for Sexual
Purposes: Laporan Tahunan Situasi Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia,2022,
https://ecpat.id.

8 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Data dan Informasi Kasus Anak: Eksploitasi
Seksual Online Tahun 2022, diakses 2024, https://kpai.go.id/publikasi/siaran-pers/kpai-rilis-data-
kasus-eksploitasi-seksual-anak-online-2022.



Tingginya angka eksploitasi daring ini menunjukkan kerentanan anak-
anak terhadap kejahatan digital dan lemahnya sistem deteksi serta pengawasan
ruang daring di kedua negara. Di Filipina, laporan ECPAT dan International
Justice Mission (IJM) tahun 2021 mencatat bahwa lebih dari 81.000 anak
menjadi korban eksploitasi seksual daring, termasuk dalam kasus
penyalahgunaan layanan live-stream yang dipasarkan kepada pelaku dari luar
negeri.’

Cyber sex trafficking menjadi tantangan serius karena pelaku kerap
memanfaatkan enkripsi, platform tersembunyi serta celah sistem hukum lintas
negara. Di sisi lain, meskipun Indonesia dan Filipina telah memiliki regulasi
hukum, implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala seperti
kurangnya pelatihan dan kapasitas teknis dari aparat penegak hukum, serta
minimnya dukungan anggaran dan fasilitas pendukung sehingga modus pelaku
yang semakin canggih juga belum mampu diimbangi oleh kecepatan adaptasi
lembaga penegak hukum.®

Teknologi modern sebenarnya dapat menjadi alat penting dalam
memerangi kejahatan ini. Penggunaan kecerdasan buatan dan analisis data
yang dapat membantu aparat dalam mengindentifikasi pola dan jaringan pelaku
secara lebih efisien. Namun efektivitas teknologi sangat bergantung pada

kerjasamalintas negara dan berbagi informasi secara real-time antara lembaga

% International Justice Mission (IJM), “Online Sexual Ekxploitation of Children in the Philippines:
Strategic Assesment” 2021.

10 UNODC. Global Report on Trafficking in Persons 2020. https://www.unodc.org/documents/data
-and-analysis/tip/2021/GLOTIP-2020-15jan-web.pdf.



penegak hukum.* Karena itu, pengembangan platform teknologi bersama dan
peningkatan kapasitas digital menjadi langkah penting yang harus dilakukan
Indonesia dan Filipina bersama.

Rentang waktu 2018-2024 dipilih sebagai fokus penelitian karena pada
periode ini terlihat dinamika penting dalam upaya penanggulangan Cyber sex
trafficking . Pada 2018, kedua negara memulai implementasi ACTIP dan
memperkuat forum bilateral. Pada 2020-2021, pandemi COVID-19
memperparah eskalasi kasus sehingga mendorong intensifikasi kerjasama.
Selanjutnya, pada 2022-2024, keterlibatan lembaga internasional semakin
kuat, yang memperlihatkan arah implementasi kerjasamake aspek teknologi,
pelatihan, serta harmonisasi kebijakan. Namun demikian, meskipun
kerjasamatersebut sudah berlangsung, efektivitasnya masih dipertanyakan
karena kasus terus meningkat.

Selain dari pendekatan teknologi, keterlibatan masyarakat juga penting
dalam deteksi dan pencegahan. Rendahnya kesadaran digital di kalangan anak-
anak dan orang tua semakin memperburuk kondisi. Hal ini dapat menunjukkan
adanya kesenjangan nyata antara kebijakan yang ada dan implementasinya di
lapangan. Partisipasi masyarakat dalam edukasi digital, pengawasan sosial, dan
dukungan terhadap korban sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang

aman.

11 Artificial Intelligence and Law Enforcement: Enhancing Capabilities in Combanting
Cybercrime.2021. https://www.interpol.int/en/Crimes/Cybercrime/Acrtificial-Intelligence-and-
Cybercrime.



Cyber sex trafficking telah berkembang menjadi bentuk kejahatan yang
tidak hanya individual, tetapi juga terorganisir secara sistematis oleh jaringan
transnasional yang memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas operasi
mereka tanpa batas wilayah fisik. Kejahatan ini sering melibatkan sindikat
internasional yang memanfaatkan enkripsi, platform tersembunyi, dan
transaksi digital lintas negara. Sehingga menyulitkan upaya penegakan hukum
domestik dalam konteks hukum internasional kondisi ini menuntut adanya
respon kolektif dan koordinasi lintas negara. Menyadari kompleksitas tersebut,
Indonesia dan Filipina berkomitmen menjalin kerjasamasejak tahun 2018.*

Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis lebih jauh bentuk kerja
sama yang telah dijalin oleh Indonesia dan Filipina serta bagaimana dampak

yang dihasilkan dari kerja sama tersebut dalam menangani cyber sex trafficki.

1.2 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada analisis Kerjasama antara Indonesia dan
Filipina dalam menangani kejahatan cyber sex trafficking selama periode
2018-2024. Batasan temporal tersebut ditetapkan dengan pertimbangan
historis dan kebijakan yang relevan. Tahun 2018 dipilih sebagai titik awal
karena sejak tahun tersebut kedua negara mulai mengimplementasikan hasil
ratifikasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially
Women and Children (ACTIP), yang menjadi landasan hukum dan politis bagi

penguatan forum bilateral dalam pemberantasan perdagangan orang. Pada

2 European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol), Internet Organized Crime
Theart Assement (IOCTA) 2023 (The Hague: Europol, 2023), 17-19.



periode ini pula, urgensi kerjasamameningkat seiring dengan melonjaknya
kasus eksploitasi seksual daring yang melibatkan warga negara kedua pihak,
terutama anak-anak dan perempuan.

Sementara itu, tahun 2024 ditetapkan sebagai batas akhir penelitian
karena data dan laporan kerjasamayang dapat diakses secara resmi tersedia
hingga tahun tersebut. Selain itu, tahun 2024 masih berada dalam kerangka
pelaksanaan ASEAN Plan of Action against Trafficking in Persons 2015-
2025, sehingga analisis yang dilakukan tetap selaras dengan dinamika
kebijakan kawasan yang berlaku.

Penelitian ini akan berfokus untuk menganalisis bentuk kerjasama
yang terjalin antara Indonesia dan Filipina dalam menangani Cyber sex

trafficking, serta menilai dampak yang dihasilkan dari kerja sama tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batas masalah yang penulis kemukakan
inti dari permasalahan penelitian ini yaitu:
1. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan Filipina dalam menangani
cyber sex trafficking?
2. Bagaimana dampak dari kerjasama Indonesia dan Filipina dalam menangani

cyber sex trafficking?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:



Untuk menganalisis bentuk kerjasama Indonesia dan Filipina dalam
menangani cyber sex trafficking.
Untuk mengetahui dampak kerjasama Indonesia dan Filipina dalam

menangani cyber sex trafficking.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan Kkontribusi bagi
pengembangan kajian hubungan internasional, khususnya dalam studi
mengenai kejahatan lintas negara dan kerjasamabilateral dalam
penanggulangannya. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi
studi selanjutnya terkait kejahatan cyber dan perdagangan manusia.
Manfaat praktis

Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas dan terperinci
mengenai bentuk kerjasama antara Indonesia dan Filipina dalam
menangani kejahatan cyber sex trafficking. Penelitian ini juga
diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pemerintah dan

lembaga terkait.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif-

kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjelaskan



fenomena maupun peristiwa yang diteliti secara detail tingkat tinggi.*®
Sesuai dengan namanya, jenis penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk
memberikan gambaran, penjelasan, juga validasi mengenai fenomena
yang tengah diteliti.* Sedangkan metode kualitatif adalah metode yang
digunakan untuk memahami fenomena dengan cara menganalisa dan
pengumpulan data yang bersifat deskriptif. Salah satu kelebihan dari tipe
penelitian ini adalah kemampuan memberikan gambaran mendalam
terkait penelitian yang dilakukan dan juga memberikan penjelasan yang
sangat terperinci terkait fenomena, peristiwa, pengalaman ataupun
situasi. Dengan menggunakan tipe penelitian ini, penulis berharap dapat
menarik sebuah kesimpulan yang detail dan praktis, sehingga penulis
mampu  memberikan  penjelasan  secara  deskriptif  terkait
kerjasamalndonesia dan Filipina dalam menangani Cyber sex trafficking
serta dampak dari kerja sama tersebut.
1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah dengan menggunakan studi literatur. Teknik studi literatur
merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan
dengan memahami sumber-sumber tertulis, seperti buku, jurnal, dan
sumber terpercaya lainnya. Menurut Mustagim Zed, studi literatur adalah

aktivitas yang dilakukan berkaitan dengan mengolah bahan penelitian

13 Abdussamad, J.& Sopingi.,(2024). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Mixed Methode”.
Medan: PT.Media Penerbit Indonesia hal.61
14 M. Ramadhan, (2021) Metode Penelitian (Cipta Media Nusantara), him 7

10



dengan cara membaca, mencatat, dan mengelola data pustaka serta
mengolah data penelitian seperti dokumen, arsip, laporan hasil
penelitian, buku, jurnal ilmiah, dan sumber tertulis lainnya.** Tujuan dari
teknik ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih
komprehensif dan mendalam terhadap isu atau fenomena yang menjadi
fokus kajian dan mendukung analisis data dengan referensi ilmiah yang
kredibel. Sehingga penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data
yang relevan dengan merujuk pada sumber-sumber literature seperti

buku, artikel ilmiah, jurnal, skripsi, dokumen, laporan, dsb.

1.5.3 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder
adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung atau
melalui perantara media.® Perantara media yang dimaksudkan dalam
jenis data ini adalah tidak melakukan penelitian secara langsung atau
terjun ke lapangan. Data yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk
buku, skripsi, jurnal, artikel berita, dokumen, publikasi, situs web dan
sumber-sumber lainnya. Jenis data ini memiliki beberapa keunggulan,
seperti sudah tersedia, mudah didapatkan dan memerlukan waktu dan

biaya yang relatif sedikit dibandingkan dengan jenis data primer.

15 Zed, M. (2008). “Metode Penelitian Kepustakaan™. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. Hal.91

6 Sulung, U,. & M

uspawi, M.,(2004) "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer Sekunder, Dan Tersier”. Jambi:
Universitas Jambi. Hal.113.

11



1.5.4 Analisis Data
Dalam penelitian ini, penelitian akan menggunakan analisis data
kualitatif. Maksud analisis data kualitatif yakni data yang telah diperoleh
menggunakan pendekatan ilmiah untuk digunakan dalam menjelaskan
fenomena dengan sangat mendalam serta melakukan pengumpulan dan
analisis data secara deskriptif. Menurut W. Creswell dan J. David
Creswell, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang
menekankan pada eksplorasi mendalam terhadap fenomena sosial atau
manusia dengan menggunakan pendekatan interpretasi dan naturalistic.?’
Creswell juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan interpreatif
dalam penelitian adalah cara peneliti dalam menjelaskan fenomena tidak
mengubah kondisi atau tanpa penafsiran dari peneliti.
1.5.5 Waktu Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2025.
Waktu penelitian ini mengacu pada durasi yang diperlukan untuk
menyelesaikan penelitian, mulai dari tahap perencanaan dengan
melakukan riset jurnal untuk dijadikan sebagai judul penelitian sampai
tahap pelaporan hasil.
1.5.6 Sistematika Penyusunan Skripsi
Secara keseluruhan, sistematika penyusunan proposal skripsi adalah

sebagai berikut:

17 Creswell, JW., & Creswell, J.D.,(2018). “Reseacrh Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed
Methods Approaches” (57ed.). Sage Publications.
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Bab |

Bab 11

Bab 111

Bab VI

Bab V

Pendahuluan

Pada bab ini merupakan bagian awal yang berisi pengantar topik
penelitian. Bab ini mencakup latar belakang, batasan masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (baik
dari sisi akademis maupun praktis), metode penelitian yang
digunakan, serta penjelasan sistematika penulisan skripsi secara
keseluruhan.

Telaah Konseptual dan Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas tentang konsep yang digunakan dalam
penelitian yaitu, cyber sex trafficking, dan kerjasamabilateral.
Selain itu, penulis juga menguraikan beberapa penelitian
terdahulu yang relevan sebagai perbandingan dan landasan
untuk mendukung analisis dalam penelitian ini.

Gambaran Umum

Pada bab ini akan berisi tentang gambaran umum mengenai
kondisi cyber sex trafficking di Indonesia dan Filipina.

Hasil Penelitian

Pada bab ini akan membahas tentang kerjasama Indonesia dan
Filipina dalam menangani cyber sex trafficking serta dampak
dari kerjasama Indonesia dan Filipina dalam menangani Cyber
sex trafficking.

Penutup

13



Pada bab ini akan memuat tentang penutup yang berisi

kesimpulan dari hasil penelitian serta saran.
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BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
a. Kerja sama Indonesia dan Filipina dalam menangani CST pada periode

2018-2024 merupakan langkah strategis yang diambil oleh kedua negara
untuk menghadapi ancaman kejahatan lintas negara berbasis digital.
Fenomena CST di kedua negara dipicu oleh faktor ekonomi, lemahnya
literasi digital, dan tingginya penetrasi teknologi, serta semakin diperburuk
oleh pandemi COVID-19. Indonesia dan Filipina tidak hanya melakukan
kerjasama dalam aspek bilateral, tetapi juga terintegrasikan dalam cakupan
regional atau kawasan. Bentuk kerjasama yang ditempuh mencakup Kkerja
sama aparat penegak hukum, melalui pembentukan joint task force,
pertukaran data investigasi, serta operasi gabungan di wilayah rawan.
Pertukaran informasi dan teknologi, berupa pelatihan teknis aparat,
penggunaan forensik digital, dan pendampingan dari lembaga internasional
seperti UNODC, UNICEF, M, dan INTERPOL. Perlindungan dan
rehabilitasi korban, dengan menyediakan mekanisme layanan psikososial
dan hukum lintas negara, meski implementasinya masih menghadapi
kendala sumber daya. Kebijakan dan regulasi, yang ditopang oleh ratifikasi
ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) serta
harmonisasi kebijakan dalam kerangka ASEAN Plan of Action 2015-2025.
b. Adapun dampak dari kerja sama ini dapat dilihat pada beberapa bidang,
Hukum, adanya kemudahan koordinasi antar lembaga serta penggunaan
Mutual Legal Assistance (MLA) dalam kasus lintas batas. Teknologi,

meningkatnya penggunaan sistem deteksi digital meski masih terbatas.
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Perlindungan korban, adanya peningkatan layanan pemulihan, namun
belum menyentuh semua korban akibat keterbatasan anggaran. Kebijakan
dan politik, meningkatnya posisi strategis Indonesia dan Filipina di
ASEAN, meski implementasi kebijakan masih lemah di tingkat domestik.
Sosial, meningkatnya kesadaran publik tentang bahaya CST, walau kasus

tetap tinggi.

5.2 Saran

Setelah dilakukan penelitian mengenai kerja sama Indonesia dan

Filipina dalam menangani CST, maka penulis memberikan beberapa saran

sebagai berikut:

a.

Penulis menyarankan kepada pemerintah dari kedua negara yaitu Indonesia
dan Filipina agar konsisten memperkuat kapasitas aparat penegak hukum,
khususnya dalam bidang forensik digital dan investigasi dalam jaringan,

serta meningkatkan alokasi anggaran untuk perlindungan korban.

. Penulis juga menyarankan kepada masyarakat dan Lembaga Swadaya

Literasi digital harus terus digalakkan melalui sekolah, komunitas, dan
media sosial. Penulis juga menyarankan agar peran masyarakat sipil lebih
ditingkatkan lagi karena penting untuk mendeteksi, melaporkan, dan

mengadvokasi perlindungan anak dari kejahatan berbasis daring.

c. Untuk pnelitian selanjutnya, peniliti menyarakan agar penelitian mendatang

dapat mengekplorasi lebih jauh peran sektor swasta, terutama platform
digital dan perusahaan teknologi, serta menganalisis efektivitas rehabilitasi

jangka panjang terhadap korban CST.
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